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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 283/Pdt.G/2018/PA.Bm 

TENTANG CERAI GUGAT  

 

 

Dina Oktaviana 

61810094 

 

Penelitian ini membahas tentang Analisa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

283/Pdt.G/2018/PA.Bm tentang cerai gugat. Tujuan penelitian yaitu,Untuk 

mengetahui upaya Pengadilan Agama Bima mencegah terjadinya cerai gugat 

karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah batin. Untuk 

mengetahui Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 

283/Pdt.G/2018/PA.Bm. Dalam Menentukan Kewajiban suami terhadap istri 

setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah 

batin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan 

konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan (library research). Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

metode interpretasi secara sistematik. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah. Pada hakikatnya rumah tangga yang 

diinginkan pasangan suami istri dapat berjalan bahagia, langgeng dan harmonis 

tetapi sering kali apa yang diharapkan terkadang berakhir dengan perceraian. 

Putusan Pengadilan didalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak 

setelah bercarai karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah 

lahiriah ialah dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 

sebagaimana diubah menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 

memuat ketentuan imperatif bahwa bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan 

memelihara ana-anak mereka dengan sebaik-baiknya. 

 

Kata Kunci: Analisa Majelis Hakim Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Bm, 

Cerai Gugat, Tidak Pernah Menafkahi, Secara Batin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak dapat 

hidup tanpa manusia lain. Interaksi sosial dalam masyarakat baik berupa 

organisasi seperti bangsa maupun organisasi minimal seperti keluarga di 

rumah. Semua makhluk ingin tinggal dan beregenerasi atas dasar pernikahan. 

Pernikahan dalam hukum Islam sangat suci dan sakral. 

Pernikahan adalah perjanjian antara dua orang. Dalam hal ini, 

kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan materil membentuk 

keluarga yang  harmonis dan bahagia selamanya harus didasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum alam, perkawinan merupakan 

suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan bagi siapa pun selama 

dilakukan menurut norma agama dan hukum negara yang berlaku.
1
 

Menurut Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi dan 

berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan 

maupun tumbuhan.  Menjadi bagian dari ibadah dan hal-hal suci. Perkawinan 

merupakan kesatuan naluri antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan 

keluarga bahagia, Sakina Mawada, dan keluarga yang bersahabat. 

Membentuk keluarga bahagia dengan hubungan intim dengan 

keturunan, yang juga merupakan tujuan pernikahan. Pemeliharaan dan 

pengasuhan adalah hak dan kewajiban orang tua. Islam menganjurkan agar 

                                                      
1
 Soedharyo Soímín, Hukum Orang Dan Keluarga, Jakarta : Sínar Grafíka. 2010,  Hal. 6 
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semua pria dan wanita menikah untuk melakukan setengah ibadah di dunia. 

Ini memiliki berbagai karakteristik yang dijelaskan oleh Islam  yang 

menganggap pernikahan itu indah.
 2
 

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No16 Tahun 2019 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah, dan perkawinan adalah 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang 

bahagia harmonis dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. 

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, sehingga 

memiliki keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan memiliki keturunan. 

Merawat, menyayangi dan mengasuh anak merupakan tanggung jawab penuh  

orang tua sampai anak tumbuh dewasa.
 3

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2  bahwa perkawinan 

menurut hukum Islam adalah perkawinan, dan akad yang sangat kuat 

(miitsaaqan ghotitdhon) untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah 

merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
4
 

Tujuan perkawinan Islam dalam kehidupan adalah untuk mewujudkan 

keluarga bahagia lahir dan batin berupa saling mencintai, saling menghormati, 

dan ikatan yang sah antara suami istri yang  diikat dengan rasa hormat. Pada 

dasarnya, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bertahan selamanya, 

tidak hanya untuk  jangka waktu tertentu. Idealnya, pasangan Saumi hanya 

                                                      
2
 Íbíd. Hal. 14 

3
 Síska Lís Sulístíaní, Kedudukan Hukum anak, Bandung : Refíka adítama. 2015. Hal. 9  

4
 Faísar ananda arfa, Fílsafat Hukum Íslam. Medan. Medía Períntís. 2019. Hal. 153 
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akan dipisahkan oleh kematian. Namun, tidak semua suami istri bisa tetap 

menikah. Kesalahpahaman dapat menimbulkan perselisihan dan perselisihan 

yang berujung pada perceraian baik atas permintaan suami maupun atas 

permintaan istri dalam sidang pengadilan.
 5

 

Ada pendapat yang membedakan kata nikah dengan kata kawin. 

Namun pada prinsipnya, satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah 

dalam akal pikiran. Dari segi hukum, jelaslah bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang suci dan mulia antara laki-laki dan perempuan, menetapkan status 

laki-laki dan perempuan dan membolehkan mereka dalam hubungan seksual.
6
 

Sebagaimana diketahui, konflik dalam rumah tangga dan krisis 

perkawinan yang menyebabkan konflik adalah kurangnya pemenuhan 

koeksistensi lahiriah antara suami dan istri. Matapencaharian merupakan 

kewajiban suami  yang harus dipenuhi menurut kaidah Al-Qur'an, As-Sunnah 

dan Ijma. 

Disonansi dalam kehidupan laki-laki dan perempuan dalam  rumah 

tangga antara lain disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan antara 

laki-laki dan perempuan. Husain Anang Kabalmay mengutip pendapat De 

Vito dalam teori keadilan (balance theory), yang menyatakan bahwa hubungan 

perlu seimbang untuk mempertahankannya. Keseimbangan di sini dapat 

mengambil tidak hanya bentuk materi, tetapi juga  pembagian tugas dalam 

                                                      
5
 Abdulkadír Muhammad. Hakím Perdata Índonesía. Bandar Lampung. PT. Cítra adítya Baktí. 

2012. Hal. 86 
6
 Faísar ananda arfa. Op. Cít . Hal. 136  
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perhatian, pengabaian, dan hubungan. Jika  tidak seimbang, integritas 

hubungan bisa terancam.
7
 

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian 

ada karena pernikahan. Meskipun tujuan pernikahan bukanlah perceraian. 

Perceraian adalah Sunnatullah karena berbagai alasan. Pasal 116 KHI huruf (f) 

salah satu kasus perceraian adalah ketika ada pertengkaran dan konflik yang 

terus-menerus antara suami dan istri  dan tidak ada harapan untuk hidup 

berdampingan secara damai di rumah. Perselisihan dan pertengkaran ini 

biasanya terjadi ketika suami atau istri gagal memenuhi kewajibannya sebagai 

pasangan suami istri, yaitu suami tidak dapat mencari nafkah untuk istri, dan 

istri tidak menuruti perintahnya.  Hal lain yang dapat menimbulkan konflik 

dan konflik adalah sifat istri yang sulit memberi nasehat kepada suaminya. 

Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam hubungan suami 

istri adalah ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi. Selain itu, sebagian 

besar pasangan menganggap masalah keuangan ini sebagai masalah utama, 

dan ketidakmampuan suami untuk memberikan dukungan eksternal adalah 

salah satu penyebab perceraian. 

Perceraian karena alasan keuangan bukan hanya  karena suaminya. 

Juga, istri mungkin merasa bahwa penghasilan suaminya tidak mencukupi dan 

istri mungkin bertanya terlalu banyak.  

 Perceraian kini menjadi hal yang lumrah dan tidak memalukan bagi 

pasangan yang ingin bercerai. Jumlah kasus perceraian yang terjadi setiap 

                                                      
7
 Husaín Anang Kabalmay. Kebutuhan Ekonomí dan Kaítan Dengan Perceraían (Studí atas Ceraí 

Gugat Dí Pengadílan agama ambon). Jurnal Tahkím. Vol 9 No. 1 Juní 2015. Hal. 48 
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tahun di Indonesia  mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kata lain, 

tujuan perkawinan tidak dapat tercapai dengan baik karena  faktor psikologis, 

biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan, dan faktor lain yang 

mempengaruhinya.
 8

 

Situasi keuangan suami lemah dan terpengaruh oleh tingkat pendidikan 

yang rendah, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, 

suami melakukan pekerjaan sampingan dan penghasilannya tidak dapat 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam pernikahan tidak terlepas dari 

konsep nafkah yang berarti berbelanja. Kemandirian adalah kewajiban laki-

laki untuk memberikan  istri, kerabat dan harta sebagai kebutuhan pokok. Hak 

pemeliharaan, yaitu hak isteri kepada suami sebagai akibat dibuatnya akad 

nikah yang sah, adalah wajib. Jika suami tidak mengangkat masalah 

kehidupan keluarga, akan ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hal itu 

mempengaruhi keharmonisan keluarga dan bahkan berujung pada  perceraian. 

Perkawinan adalah sunnatullah Allah menciptakan laki-laki dan 

perempuan, sehingga bisa berpasang-pasangan, seperti pada Al-Qur'an ayat 

ke-49 surat Az-Zariyat. 

“Dain segiala sesuiatu kiami ciptiakan beirpasang-pasiangan aigar kaimu 

meingingat (kebiesaran Alliah)”
9
.  

 

Semua keluarga bertujuan untuk menjadi keluarga Sakina, Mawada, dan 

Warahmah, dan untuk mencapai tujuan ini, semua keluarga harus memenuhi 

                                                      
8
 Yulía Rísa. Tínjauan Yurídís Faktor Penyebab Perceraían Ceraí Gugat Dí Pengadílan agama 

Kelas ÍÍ Kota Solo Tahun 2017. Jurnal Ílmu Hukum. Vol. 4 No. 2 Juní  2018. Hal 707 
9
 Kementrían agama RÍ,  al-Qur’an Dan Terjemahannya. Surabaya; Halím Publíshíng Dan 

Dístríbutíng, 2013, Hal. 522 
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hak dan kewajibannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 233: 

“Dian kewiajiban aiyah menainggung niafkah dian paikaian deingan caira yaing 

piatut seiseorang tidiak dibeibani leibih diari kesaingupannya”.
10

  

 

Nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istrinya setelah 

menikah. Biaya hidup harus diberikan karena ada akad yang sah, untuk taat 

pada suami, dan selain bisa bersenang-senang. Syariah mewajibkan suaminya 

untuk  menafkahi istrinya. Matapencaharian hanya wajib bagi suami, tetapi 

selain syarat akad nikah,  istri selalu patuh kepada suaminya dan selalu harus 

menemaninya, mengurus rumah dan membesarkan anak, sehingga ia harus 

tetap bersenang-senang. memiliki. Dia dilarang menggunakan haknya. 

“Barang siapa yang dibatasi hak dan kepentingannya, maka penghidupannya 

adalah milik orang yang memeliharanya.”
11

 

Makna dari penjelasan di atas adalah bahwa  suami wajib mencari 

nafkah, nafkah yang diterima adalah hak penuh, suami adalah pencari nafkah, 

sebaliknya  istri bukan pencari nafkah, kebutuhannya adalah pencari nafkah. 

Keluarga perlu melakukan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi 

tugasnya, terutama lebih ramah lingkungan kepada keluarganya. Jadi ketika 

mereka berjalan, keluarga melakukan fungsi itu.
12

 

Perundang-undangan positif Indonesia mengatur masalah kehidupan 

dan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta menyatakan bahwa nafkah adalah 

                                                      
10

 Kementrían agama RÍ, al-Qur’an Dan Terjemahannya. Surabya; Halím Publíshíng Dan 

Dístríbutíng, 2013, Hal. 37 
11

 abdul azís Muhammad azzam, Fíqíh Munkahat, Jakarta; amzah 2009. Hal. 212 
12

 Syeíkh Hafídh alí Syusaísyí, Tuhfatul Urus Wa Bíhíjjatín Nufuz, Kaíro Mesír Penerjemah Oleh 

abdull Rashad Shíddíq, Kado Perkawínan Kuala Lumpur : Pustaka al-Kautsar, Cetakan Keenam, 

2007, Hal. 123 



7 

 

kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Tentang 

Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1). Pasal ini menyatakan 

bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan 

memaksimalkan segala kebutuhan hidup selama berumah tangga.
13

  

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur bahwa hanya biaya 

pemeliharaan yang harus dibayar, tetapi dibayarkan sesuai dengan 

kemampuan suami untuk membayar. Dan ditegaskan oleh KHI dalam Pasal 80  

(4). Hidup tentu berdampak besar dalam membangun keluarga bahagia, 

nyaman dan sejahtera. Kegagalan untuk membayar tunjangan anak sama 

sekali atau  tidak memadai dapat menyebabkan krisis pernikahan yang dapat 

diselesaikan dalam keluarga yang tidak teratur.
14

 

Untuk mewujudkan kehidupan keluarga menurut hukum Islam, suami 

perlu memberi makan istri, orang tua, anak-anak, pelayan (budak), dan ternak 

mereka. Alasan mencari nafkah antara lain pembatasan, keturunan, harta 

benda, dan  perkawinan. Syarat hak mencari nafkah adalah akad nikah yang 

sah, istri harus patuh dan taat kepada suami, istri mengabdi kepada suami, dan  

istri tidak keberatan berpindah tempat jika suami menghendaki satu sama 

lain.
15

 

Konsep kepemimpinan syari'i dalam pernikahan menuntut seorang 

suami untuk memberikan kasih sayang dan kasih sayang yang tulus kepada 

istrinya. Ini adalah bentuk pelayanan yang baik atau percakapan dan perilaku 

yang baik yang memberikan nutrisi fisik dan mental. Demikian pula seorang 

                                                      
13

 Íbíd. 
14

 Íbíd 
15

 Íbíd. 
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istri  harus memenuhi hak-hak suaminya dan memenuhi kewajibannya sebagai 

seorang istri.
16

 

Salah satu kewajiban suami  adalah menanggung biaya persalinan 

sebagai berikut: berikan istri Anda kebutuhan sehari-hari berupa makanan, 

pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan dana yang memadai. Adapun mata 

pencaharian batinnya, ia memenuhi kewajiban suaminya terhadap istrinya 

yang rendah hati, membelai kasih sayang, dan memenuhi hasrat biologisnya. 

Namun dalam kenyataan pernikahan, tidak semua ikatan  suci tersebut 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena sang suami belum tentu dapat 

memenuhi semua kebutuhan istrinya, seperti: dukungan fisik dan mental.
17

. 

Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya berhemat dari 

suami. Suaminya tidak memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan pas-

pasan, sehingga tidak memenuhi hak-hak bawaannya baik fisik maupun 

ekonomi. Suami mungkin tidak memberikan kasih sayang yang baik pada 

unsur batin, tetapi mereka sering mengucapkan kata-kata marah yang kasar. 

Dalam hubungan seksual, seorang suami tidak bisa menyenangkan istrinya. 

Kewajiban  suami selanjutnya adalah memberikan pelayanan seksual 

dan kasih sayang yang baik. Gambaran umum tentang hak-hak istri yang harus 

dipenuhi oleh suaminya meliputi perlakuan  yang layak yang meliputi seluruh 

aspek  kehidupan suami dan istri, meliputi: Kepribadian yang baik, sikap yang 

menyenangkan, kata-kata manis, wajah cerah, tawa dan humor.
18

 

 

                                                      
16

 Íbíd. 
17

 Íbíd. 
18

 aceng Mísbah dkk, Fíqíh Waníta. Bandung : Penerbít Jabal Cetakan Kedua, 2007, Hal. 44 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas dan latar belakang masalah, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Upiaya Pengiadilan Aga ima Bimia me incegah terjaidinya ceirai gu igat kariena 

ketidakmiampuan suiami daliam memiberikan na ifkah.? 

2. Anailisa Pertim ibangan Hiakim Dailam Putiusan Noimor 

2i83/Pdt.G/2018/PA.Bim. Daliam Menientukan Kewiajiban suaimi terhiadap 

isitri seteilah bericerai kairena alasian ketidiakmampuan suiami dialam 

memiberikan naifkah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pokok bahasan penelitian 

ini adalah: 

1. Untiuk meingetahui Upiaya Pengiadilan Aga ima Bimia meincegah terja idinya 

ceirai guigat kariena ketidakmiampuan suiami daliam memiberikan naifkah. 

2. Uintuk mengietahui Anailisa Pertimibangan H iakim Dailam Putiusan Noimor 

2i83/Pdt.G/2018/PA.Bim. Daliam Men ientukan Kewiajiban suaimi terh iadap 

isitri seteilah bericerai kairena alas ian ketidiakmampuan suiami dialam 

memiberikan naifkah. 

D. Manfaat Penelitian Ada 3 Yaitu; 

Manfaat penelitian adalah diharapkan dapat membawa manfaat baik 

secara teoritis maupun  praktis. Kelebihan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teortis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada penulis dan pembaca tentang pengetahuan di bidang hukum 
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perdata khususnya yang berkaitan dengan perceraian karena  suami tidak 

mampu menafkahi dirinya sehari-hari. 

2. Secara praktis melalui peneltian ini penulis dapat memperoleh wawasan 

dan wawasan baru, yang menjadi masukan dan  informasi bagi masyarakat 

umum yang masih awam dengan ilmu hukum. 

3. Secara akademis dengan adanya penelitian ini dan kepustakaan sebagai 

sumber penelitian kesusastraan dan ilmiah harus memberikan kontribusi 

pada pembangunan pengetahuan mahasiswa masa depan. 
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E. Orisinalitas Penelitian 

No 
Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian 

 
Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

1. Anggi 

Saputra 

Analisis Putusan 

Hakim Dalam 

Memutuskan 

Perkara Cerai 

Gugat Akibat 

Ditinggal Suami 

(Studi Kasus 

Pengadilan Agama 

Sengeti Perkara 

Nomor 60/Pdt. 

G/2017/Pa.Sgt) 

1. Apa alasan hakim memutus 

perkara perceraian suami 

yang berumur kurang dari 

dua tahun dalam Perkara 

No60/Pdt.G/2017/PA.Sgt?  

2. Bagaimana pandangan 

hakim terhadap ketentuan 

hukum perkawinan dan 

hukum Islam yang 

meninggalkan seorang 

wanita selama dua tahun?  

3. Apa yang dimaksud dengan 

putusan hakim? 

Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimangkan 

perkara perceraian 2 tahun seelum  suami meninggalkan 

istrinya putusan diatas menyatakan adanya perselisihan 

yang tidak dapat didamaikan antara penggugat dan 

tergugat selain itu penyea perceraian tidak terselesaikan. . 

menyakiti aik fisik maupun mental. memutus perkara  

dalam pasal 116(f) kompilasi hukum Islam perkara No. 

60pdt.g2017pa.sgt pandangan hakim tentang perceraian 

dua tahun seagai dasar perceraian dalam hukum 

perkawinan dan hukum Islam hakim Pendapat ahwa 

orang itu meninggal Jika perempuan itu erumur leih dari 

dua tahun dan dua tahun atau leih tanpa sepengetahuan 

pasangannya maka  pasal 116  ila dierlakukan timul akiat-

akiat yang timul dari putusan hakim pemutusan paksa 

pengikatan antara kedua elah pihak hak asuh anak  dan 

pemagian harta. 

2. Tri 

Wahyuni 

Analisis Yuridis 

Gugatan Cerai Pada 

Putusan Nomor 

1106/Pdt.G/2011/P

a.Mlg Tentang 

Alasan Suami 

Seorang Menerus 

(Onheelbare 

1. Di manakah letak perkara 

dalam penetapan nomor 

perkara 

1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg?  

2. Analisis alasan perceraian 

menurut asal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 

1975. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan peran 

yudikatif untuk mempertimbangkan alasan perceraian 

dengan alasan tersebut. Karya  hukum ini menggunakan 

metode hukum normatif dengan menempuh pendekatan 

konseptual dan hukum serta kasus per kasus. Selanjutnya, 

jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang 

diperoleh penulis ditafsirkan secara gramatikal, yaitu 

pandangan hakim tentang batas-batas di mana kaum 
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Tweespalt) waria terlibat dalam perkara, dan persidangan dalam 

putusan dalam kasus. 

3. Nurhidayah Tinjauan Kasus 

Cerai Gugat Karena 

Alasan 

Ketidakmampuan 

Suami Dalam 

Pemenuhan Nafkah 

Lahiriah (Studi 

Pada Pengadilan 

Agama Tebing 

Tinggi) 

1. Bagaimana alasan perceraian 

yang dinyatakan oleh 

Inkuisisi?  

2. Bagaimana Inkuisisi Tebing 

Tinggi mencegah perceraian 

karena  suami tidak mampu 

memberikan nafkah dari luar 

kepada istri dan anak-

anaknya?  

3. Bagaimana keputusan 

Inkuisisi dalam menentukan 

kewajiban suami  istri 

terhadap anak setelah 

perceraian karena  

ketidakmampuan 

memberikan nafkah dari 

luar? 

Pengadilan agama Tebing Tinggi untuk Menyelesaikan 

Masalah Perceraian didasarkan pada alasan yang 

terkandung dalam Pasal 116 Editing Hukum Islam.  

 Dalam dua tahun terakhir, Inkuisisi telah memutuskan 

731 kasus perceraian dengan delapan alasan perceraian 

dalam Pasal 116 Ensiklopedia Hukum Islam.  Tidak ada 

alasan mengapa suami saya tidak bisa mengikuti karena 

alasan ini.  Namun, pasal ini menyebutkan pertengkaran 

dan alasan pertengkaran yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan suaminya untuk memberikan dukungan 

eksternal. Putusan pengadilan untuk menentukan 

kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya setelah 

perceraian didasarkan pada  ketidakmampuan suami 

untuk memberikan dukungan eksternal. pernikahan.  

memuat ketentuan wajib bahwa kedua orang tua 

berkewajiban membesarkan dan membesarkan anak-

anaknya semaksimal mungkin. Kewajiban suami terhadap 

anak setelah perceraian adalah kewajiban memelihara dan 

mengasihi anak. Namun, karena masalah keuangan 

adalah alasan perceraian, istri tidak membebankan 

suaminya untuk tunjangan anak, dan Inkuisisi bersifat 

pasif, sehingga hakim bertanya apakah suami perlu 

membayar tunjangan anak, jangan memutuskan. 

4. Dina 

Oktaviana 

Tinjauan Yuridis 

Putusan Nomor 

283/Pdt.G/2018/PA

1. Bagaimana Upiaya 

Pengiadilan Aga ima Bimia 

meincegah terjaidinya ceirai 

1. Alasan tuduhan bahwa pengaidilan aga ima dapat 

mendukung didasarkan pada kesimpulan dari Hukum 

Islam  dan Hukum Pertama Tahun 1974, yang diubah 
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.Bm Tentang Cerai 

Gugat Tidak Pernah 

Menafkahi Secara 

Batin 

guigat kariena 

ketidakmiampuan suiami 

daliam memiberikan na ifkah.? 

2. Anailisa Pertimibangan 

Hiakim Dailam Putiusan 

Noimor 

2i83/Pdt.G/2018/PA.Bim. 
Daliam Men ientukan 

Kewiajiban suaimi terhiadap 

isitri seteilah bericerai kairena 

alasian ketidiakmampuan 

suiami dialam memiberikan 

naifkah? 

oleh pengaidilan agaima Rabavima dengan Undang-

undang No. 16 Tahun 2019 pada saat resolusi. 116 

Masalah perceraian berdasarkan alasan termasuk 

dalam kompilasi hukum Islam. Selama dua tahun 

terakhir, Pengadilan Lababima telah memutus 630 

perkara perceraian  dengan empat alasan perceraian 

berdasarkan Pasal 116 Fakultas Hukum Islam. Alasan 

tersebut tidak termasuk alasan mengapa suami tidak 

dapat mencari nafkah,  tetapi  pasal tersebut memiliki 

alasan pertengkaran dan kontroversi yang 

menyebabkan  suami tidak dapat memberikan 

dukungan eksternal.  

2. Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan oleh 

pasangan suami istri dapat berjalan dengan bahagia, 

tetap dan harmonis, namun dalam banyak kasus 

harapan tersebut dapat berakhir dengan perceraian. 

Upaya Inkuisisi Rabavima untuk mencegah perceraian 

atau perceraian karena ketidakmampuan suami untuk 

memberikan dukungan eksternal kepada istri dan 

anak-anaknya adalah dengan terlebih dahulu 

melakukan upaya mediasi atau rekonsiliasi. Sebelum 

masuk ke rana persidangan maka pengadilan terlebih 

dahulu melakukan mediasi kepada pihak yang ingin 

bercerai.   

3. Putusan Pengadilan didalam menentukan kewajiban 

suami dan istri terhadap anak setelah bercarai karena 

alasan ketidakmampuan suami dalam memberikan 

nafkah lahiriah ialah dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat 
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(2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah 

menjadi UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 

memuat ketentuan imperatif bahwa bahwa kedua 

orang tua wajib mendidik dan memelihara anaanak 

mereka dengan sebaikbaiknya. Hak dan kewajiban 

suami setelah bercerai ialah kewjiban menafkahi 

beseta memberikan kasih sayang terhadap anak. 

Namun karena masalah ekonomi menjadi alasan 

perceraian, maka istri tidak membebankan biaya 

nafkah  kepada suami, dan  pengadilan bersifat pasif, 

sehingga hakim memutuskan apakah suami perlu 

membayar biaya pemeliharaan. Hak dan kewajiban 

perempuan terhadap anak adalah membesarkan, 

membesarkan dan merawatnya dengan kasih. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dan pernikahan dijelaskan dalam fiqih berbahasa Arab  

dengan dua kata Nika dan Zawaji. Menurut hukum, pernikahan adalah 

salah satu fondasi terpenting kehidupan dalam persatuan atau masyarakat 

yang utuh. Pendapat tentang arti pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Imam Safi`i; Perkawinan adalah akad yang membolehkan 

persetubuhan dalam lafadz Alnikah, Altazwij, atau lafadz lain yang 

sejenis. 

b. Menurut Imam Hanafi; Perkawinan berarti bahwa seseorang 

memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang 

wanita. Dan wanita yang dimaksud adalah wanita yang hukumnya 

secara syar'i tidak mengganggu pernikahan. 

c. Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali; Akad nikah dianggap sah 

jika penggunaan lafadz alnikah dan alzawaj dan bentuk lafallafal  juga 

dianggap lafallafal alhibah asalkan disertai dengan penyebutan 

maskawin selain yang disebutkan di atas. 

d. Menurut Hanabilah; nikah adalah akad yang menggunakan kata nikah 

yang artinya tajwiz dengan maksud untuk menikmati kesenangan.
19

 

                                                      
19

  abdurrahman al-Jazírí. Kítab ala Mazahíb al-arba’ah. Beírut Líbanon; Dar Íhya al-Turas al-

arabí. 1986. Hal. 3 
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e. Menurut Sajuti Thalib; Perkawinan adalah kesepakatan yang kuat dan 

kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah 

dan membentuk keluarga yang santun, penyayang, damai, dan bahagia 

abadi.
20

 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan keluarga (rum iah tangiga) laki-laki dan perempuan yang 

bahagia dan kekal sebagai suami istri Untuk membentuk dasar Tuhan 

Yang Maha Esa. Oleh karena itu, konsep pernikahan dalam ajaran Islam 

adalah ibadah yang bernilai. Oleh karena itu, Pasal 2 dari KHI 

menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat untuk 

mematuhi perintah Allah dan eksekusi adalah ibaidah.
21 

 

Ahmad Azhar Bashir menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam adalah untuk mewujudkan naluri hidup manusia, berhubungan 

dengan laki-laki dan perempuan, dan untuk mencapai kebahagiaan 

keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-Nya.
 22

 Tujuan perkawinan 

dalam Pasal 3 syariat Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga 

(keluarga yang damai penuh cinta kasih) di dalam Sakina, Mawada, dan 

Lama. Tujuan-tujuan tersebut mungkin tidak selalu tercapai seperti yang 

diharapkan. Dalam kehidupan keluarga, kesalahpahaman, pertengkaran, 

dan pertengkaran dapat berlangsung lama dan merusak hubungan antara 

pasangan. Penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum 

                                                      
20

 Moh Ídrís Ramulyo. Hukum Perkawínan Íslam, Jakarta. Bumí askara. 1996. Hal. 2 
21

 Zaínudín alí. Hukum Perdata Íslam Dí Índonesía, Jakarta: Sínar Grafíka. 2007, Hal. 7 
22

 ahmad azhar Basyír, Hukum Perkawínan Íslam, Yogyakarta: Uí Pres. 2000, Hal. 86 
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perkawinan dilangsungkan dan  setelah perkawinan  diketahui oleh pihak 

lain dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan perkawinan.
23

 

2. Dasar Hukum Perkawinan  

a. Dalil Quran Allah SWT erfirman dalam surah annisa ayat 3 dan al 

araaf ayat 189 yang artinya dalam urutan seagai erikut;  

 "Dan jika kamu tidak ingin erlaku adil kepada anak yatim maka 

kawinlah dengan wanita lain yang kamu sukai dua tiga atau empat dan 

jika kamu takut tidak  adil cukup satu saja."  

 "Dia menjadikanmu dari satu zat dan dari itu menjadikan istrinya 

untuk memuatnya ahagia".
24

 

 

Jadi pernikahan adalah tentang menciptakan kehidupan 

keluarga antara suami  dan istri, anak dan orang tua, dan mencapai  

kehidupan yang aman dan damai (Sakina), persahabatan yang penuh 

kasih (Mawada), dan saling mendukung rahmah). 

b. Dalil As-Sunnah
25

 

Dikutip dari HR Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh 

Abdullah bin Mas'ud RA dari Rasulullah SAW yang bersabda:
 26

 

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian memiliki 

kemampuan, maka nikalah, karena itu dapet lebih baik menahan 

pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki 

kemampuan itu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu merupakan 

kendalinya baginya”.  
 

Hukum perkawinan pada dasarnya adalah jaiz (boleh), tetapi 

berbagai keadaan dan syarat hukum perkawinan dapat dibedakan 

menjadi empat macam.  

                                                      
23

 Íbíd, hal.1 
24

 Íbíd 
25

 Íbíd 
26

 Íbíd 
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1) Wajib bagi yang sudah mampu, keinginannya mendesak, takut 

zina, dan sudah ada calon nikah.  

2) Sunnah bagi yang memiliki keinginan mendesak dan bisa menikah 

tetapi menghentikan zina, Hukum Perkawinan adalah Sunnah 

baginya.  

3) Dilarang menikah secara tidak sah jika Anda yakin bahwa Anda 

tidak dapat memenuhi nafka fisik dan mental pasangan Anda, atau 

jika pernikahan Anda membahayakan pasangan Anda dan  masih 

mengendalikan keinginannya.  

4) Makruh bagi mereka yang tidak dapat memenuhi  kebutuhan 

jasmani dan rohaninya, tetapi isterinya mau menerima kenyataan 

ini. Maka hukum perkawinan menjadi makruh.
27

. 

3. Syarat-Syarat Perkawinan 

Pada dasarnya nikah yang sah adalah makruh bagi  yang mampu 

melakukannya secara substansi. cukup memiliki stamina mental dan 

agama yang cukup untuk tidak khawatir terlibat dalam perzinahan, tetapi 

khawatir dia tidak akan  dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya, 

meskipun ini tidak menimbulkan masalah bagi istrinya. Misalnya, 

memiliki calon istri yang tergolong kaya atau calon suami belum mau 

menikah. Perkawinan juga menimbulkan kesulitan bagi istri, karena 

perkawinan yang sah adalah haram bagi mereka yang belum menikah, 

                                                      
27

 Íbíd 
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yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perkawinan dan tidak 

mampu membayarnya.
28

 

Perkawinan yang sah memungkinkan penyatuan laki-laki dan 

perempuan untuk dihormati, tergantung pada posisi mereka sebagai 

makhluk yang bergengsi. Dalam perkawinan yang sah, terdapat keturunan 

yang bersih yang membentuk generasi yang sehat dan baik. 

Anak/keturunan dari  perkawinan yang sah senantiasa menghiasi 

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kehidupan manusia dengan 

kebersihan dan rasa hormat.
29

  

Pembicaraan  pernikahan selalu menjadi sorotan, bukan karena 

seksualitas sedang dibicarakan, tetapi karena pernikahan adalah masalah 

sakral dalam doktrin agama. Salah satu tujuan hukum Islam adalah 

menjaga kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah secara 

agama. Diakui oleh hukum dan diterima sebagai bagian dari budaya 

masyarakat.
30

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional 

dan berlaku untuk semua golongan  masyarakat Indonesia  pada tanggal 1 

Oktober 1975. Telah dikeluarkan perintah penegakan. memengaruhi. 

Yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut PP 

                                                      
28

 Íbíd 
29

 Íbíd 
30

. Novíta Lestarí, Problematíka Hukum Perkawínan Dí Índonesía, Jurnal Ílmíah Mízamí, Vol, 4, 

Nol, 2017. Hal. 44 
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Nomor 9) Tahun 1975 tentang perkawinan susulan. Perkawinan menurut 

Pasal 16 Undang-Undang 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk 

mencapai sakinah, mawada, dan keluarga (rumah tangga) yang syar'i. 

Untuk mewujudkan tuntutan Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). 

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila pertama 

adalah dewa tertinggi, perkawinan erat kaitannya dengan 

agama/spiritualitas dan memegang peranan penting. Menciptakan keluarga  

bahagia dapat berupa hubungan dengan keturunan yang tujuannya untuk 

menikahkan, memelihara, dan mendidik orang tua tentang hak dan 

kewajibannya.
31

 

Pasal 26  KUH Perdata menyatakan bahwa undang-undang hanya 

mengatur perkawinan dalam urusan perdata. Artinya KUHPerdata hanya 

memperbolehkan perkawinan sipil. yakni Perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang memenuhi syarat-syarat KUH Perdata. Artinya, tidak ada 

kaitannya dengan aturan agama tertentu. 

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 kompilasi 

hukum Islam adalah bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah 

suatu akad yang sangat kuat, atau bahwa Misakan Galisan yang 

dilaksanakan menurut perintah Allah adalah suatu ibadah. Mendorong 

pernikahan juga berarti memastikan bahwa manusia di dunia ini hidup 

dalam kebahagiaan dan kebahagiaan dengan garis keturunan yang teratur. 

                                                      
31

 CST Kansíl. Pengantar Ílmu Hukum dan Tata Hukum Índonesía. Balaí Pustaka. Jakarta. 1989. 

Hal. 227  
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Oleh karena itu, bukan silsilah yang acak-acakan atau sembarangan (saya 

tidak tahu yang mana ayah, ibu,  anak atau saudara perempuan, menantu, 

dll).
32

 

Pada dasarnya pernikahan adalah tujuan  jangka panjang sebagai 

keinginan  manusia  sendiri untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, 

damai dan bahagia dalam suasana cinta kasih kepada dua makhluk ciptaan 

Allah SWT. Padahal, hubungan perkawinan adalah hubungan yang paling 

kuat dalam kehidupan dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami 

dan istri dan keturunannya, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat 

pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya tujuan perkawinan 

adalah agar laki-laki dan perempuan hidup bersama selama-lamanya, dan 

oleh karena itu syarat terpenting perkawinan adalah adanya persetujuan 

bebas dari  pihak laki-laki dan  perempuan.
33

 

Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan 

adalah sah. Jika hal ini dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaan. pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sebenarnya 

dianggap sah jika dilakukan menurut aturan agama dan keyakinannya. 

Ketentuan perkawinan berdasarkan hak semua agama dan kepercayaan 

diatur dalam Pasal 29 (2) UUD 1945. Kecuali terdapat pertentangan atau 

ketentuan lain mengenai agama dan kepercayaannya menurut Pasal 29 (2) 

UUD 1945. Oleh undang-undang ini. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah suatu peristiwa yang disengaja dan disengaja 

untuk mengakhiri atau membubarkan suatu perkawinan yang dibentuk 

oleh suami istri. Dalam bahasa Islam, perceraian disebut taraku, yang 

artinya meninggalkan atau menyerahkan. Perceraian itu sah, tetapi tidak 

disukai oleh Allah SWT. Perceraian adalah masalah umum dalam  

masyarakat karena  merupakan upaya terakhir  ketika hubungan keluarga 

tidak lagi harmonis.
34

 

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan. 

Dalam pengertian yang lebih luas, hukum perceraian merupakan wilayah 

hukum perdata karena merupakan bagian dari hukum perkawinan yang 

merupakan bagian dari hukum perdata. Menurut ketentuan tentang tata 

cara perceraian dalam Pasal 38-41 UU Perkawinan dan tata cara 

perceraian Ordonansi, Pemberlakuan UU Perkawinan adalah PP No. 9 

tahun 1975. Dari Pasal 14 sampai Pasal 36, ada dua jenis perceraian: 

perceraian dan cierai gu igat.
35

 

Perceraian memiliki implikasi hukum bagi putusnya suatu 

perkawinan. Ada juga beberapa implikasi hukum perceraian sesuai dengan 
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Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 

Tahun 1974.
36

 

a. Baik ayah maupun ibu hanya berkewajiban menghidupi dan 

membesarkan anak-anaknya sesuai dengan kesejahteraannya.  

b. Ayah menanggung semua nafkah dan pendidikan untuk anak itu. Jika 

ayah tidak dapat benar-benar memenuhi kewajiban ini, pengadilan 

dapat memutuskan bahwa ibu juga harus menanggung biayanya. 

c. Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk mencari nafkah atau 

menetapkan kewajiban kepada mantan istri. Perceraian memiliki 

implikasi hukum bagi anak dan mantan istri. Perceraian juga 

berdampak hukum terhadap harta bersama, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalamnya terdapat 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang akibat hukum dari harta 

bersama  menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum  lainnya.
37

 

Berdasarkan Undang-Undang Perceraian tentang status, hak dan 

kewajiban mantan suami berdasarkan Pasal 42 (c) UUP, pengadilan dapat 

mewajibkan mantan suami untuk membayar tanggungan dan/atau 

menyatakan kewajiban kepada mantan istri. Ketentuan normatif dalam 

Pasal 42 huruf c UUP ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UUP yang 

memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus 

perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu. Ketentuan normatif Pasal 
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42 huruf c UUP mengacu pada Pasal 11 UUP termasuk ketentuan normatif 

bahwa perempuan yang diceraikan dikenakan masa tunggu. yang 

kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Permerintah 

No. 9 Tahun 1975 mengklarifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang peruahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Termasuk di dalamnya adalah masa tunggu (haid) janda yang 

masih haid dalam hal janda yang perkawinannya telah diputuskan oleh 

perceraian. Ini diatur ke 3 waktu suci dalam setidaknya 90 hari. Jika 

pernikahan Anda rusak selama kehamilan, ada waktu tunggu  yang tetap 

sebelum melahirkan.
38

 

Tentu saja akibat hukum perceraian  ini  hanya berlaku bagi 

pasangan suami istri yang telah memilikih anak. Namun, ini tidak berlaku 

untuk pasangan yang tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. 

Menurut Soemiyati, ketika terjadi perceraian yang melahirkan keturunan 

dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini, ibu atau nenek selain yang 

disebutkan di ataslah yang mengasuh anak melalui perkawinan.
39

 

Kewajiban seorang suami untuk menafkahi secara jelas diatur 

dalam KHI dalam Pasal 80-82 sebagai berikut. 

a. Suami harus mengatur istri dan rumah tangganya, tetapi ketika 

itu menjadi sangat penting, suami atau istri dapat memutuskan.  

b. Suami berkewajiban untuk melindungi istri mereka dan 

memberi mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk 

kehidupan keluarga mereka. Jika istri melakukan nusyuz atau 

perut kembung, kewajiban suami ini dapat dikecualikan.  
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c. Suami wajib membekali istri dengan tuntunan agama dan 

kesempatan bagi istri untuk memperoleh ilmu yang berguna 

dan bermanfaat bagi agama dan negara.  

d. Suami harus menanggung sesuai dengan penghasilan  suami   

1) Kehidupan, Kiswah atau pakaian, dan tempat tinggal istri.  

 2) Pengeluaran rumah tangga  

 3) Biaya perawatan dan  pengobatan istri dan anak  

 4) Biaya membesarkan anak.
40

 

 

Pernikahan adalah salah satu alasan mengapa Anda perlu 

menyediakan tanggungan, seperti dalam hubungan keluarga. Para ulama 

tentu saja menyepakati kewajiban memelihara istri mereka dalam berbagai 

kondisi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ketika meninggalkan harta 

untuk istrinya, ia wajib membayar tanggungan dan mengangkat istrinya, 

bahkan jika Saumi tidak berada di tempat ia kehilangan hartanya. Dalam 

hal ini, bahkan jika harta itu tidak tersedia, hakim akan menentukan bahwa 

suami adalah tanggungan dan akan memerintahkan istri untuk mengambil 

pinjaman terlebih dahulu.
41

 

Hak istri untuk menikah adalah kewajiban  yang dipenuhi oleh 

wanita yang suaminya menikah. Tugas suami saya dapat dibagi menjadi 

dua.  

a. Menciptakan hak-hak penting atau tidak penting, seperti keadilan di 

antara para istri.  

b. Dalam hal ini, sang suami memiliki banyak istri dan tidak melakukan 

apa pun untuk menyakiti mereka. 

Kewajiban seorang pria untuk memberi istrinya hak-hak materi di 

atas adalah untuk menerima mahar dan penghidupan. Kelangsungan hidup 
                                                      
40
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adalah kewajiban  suami kepada istrinya, yang harus memaksimalkan 

kemampuannya. Tidak ada batasan atau ukuran berapa banyak yang dapat 

diberikan seorang pria kepada istrinya.  

Kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi istrinya timbul 

setelah laki-laki itu menahan diri kepada perempuan itu dalam suatu akad 

yang disebut perkawinan. Perbuatan hukum ini membebankan kewajiban 

kepada suami, istri yang dinikahinya, dan anak-anaknya untuk 

memberikan nafkah  atau pekerjaan rumah tangga jika dalam perkawinan 

itu telah mempunyai anak. 

Namun kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang 

mempunyai akibat hukum yang ditentukan oleh undang-undang itu 

sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang 

melanggar suatu kewajiban dapat menuntut pihak yang berwajib atas 

orang yang melanggar kewajiban tersebut, sebagaimana diatur. 

2. Cerai Gugat 

Tuntutan berdasarkan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 

tahun 2006. jo No. 50 Tahun 2009, itu diajukan oleh penggugat atau 

agennya ke pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat 

tinggal istri  penggugat. 

Jika gugatan cerai diancam dengan pidana penjara oleh salah satu 

dari keduanya, maka istri harus menjadi penggugat untuk memperoleh 

putusan cerai sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 
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2009 cukup dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan negeri yang 

berwenang dengan pernyataan bahwa putusan itu bersifat tetap.
42

 

Jika gugatan cerai didasarkan pada kenyataan bahwa suami  

tergugat menderita cacat  atau sakit karena tidak mampu menjalankan 

tugasnya sebagai suami, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 dapat memerintahkan suami terdakwa untuk 

berobat ke dokter. 

Jika gugatan cerai didasarkan pada alasan shiqaq (perselisihan), 

maka  putusan cerai akan diputuskan. Berdasarkan Pasal 76 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perlu 

mendengar kesaksian dari orang-orang dekat keluarga atau pasangan. 

Pada titik tertentu, pernikahan pasti akan putus atau putus. Hal ini 

ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibubarkan karena 

alasan-alasan berikut:  

a. Kematian  

b. Perceraian setelah  

c. Keputusan pengadilan 

 

Selain itu, Pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah 

UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan.
 43
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a. Perceraian hanya dapat diselesaikan di pengadilan setelah pengadilan 

yang bersangkutan mencoba untuk menyelesaikan kedua belah pihak 

dan gagal.  

b. Untuk bercerai, harus ada alasan yang baik bagi laki-laki dan 

perempuan untuk tidak dapat  hidup rukun seperti laki-laki dan 

perempuan.  

c. Tata cara perceraian secara yuridis diatur dengan peraturan perundang-

undangan yang lain. 

Bentuk perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk (perceraian 

terjadi), tergantung pada siapa yang mencoba melakukan perzinahan.
44

 

Dalam hal ini, menurut Amir Syarifudin, ada empat opsi cerai.  

a. Penghapusan pernikahan atas kehendak Tuhan sendiri karena 

kematian salah satu pasangannya.  

b. Memutuskan untuk menikahkan wasiat suami karena alasan 

tertentu dan menyatakan niat itu dalam ucapan tertentu.  

c. Pembubaran perkawinan atas kehendak  istri. Istri melihat 

sesuatu yang dikomunikasikan dengan cara tertentu, diterima 

oleh suaminya, diikuti dengan pidato pembubaran, dan 

berusaha untuk memutuskan pernikahan.  

d. Setelah menentukan bahwa suami dan/atau istri mempunyai 

sesuatu yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat 

dilanjutkan, hakim memutuskan untuk kawin sebagai pihak 

ketiga. 

 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengatur kewajiban untuk menerima, 

                                                      
44
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menyelidiki, menengahi, dan memutuskan hal-hal yang diserahkan kepada 

hakim berdasarkan penilaian dan keyakinan hakim meningkat.
45

 

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mampu menilai dan 

mempertimbangkan secara cermat dan seksama masalah-masalah gugatan 

yang diajukan kepadanya.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Inkuisisi terhadap 

putusan perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, 

sehingga dalam penilaian hakim, semua faktor internal mempengaruhi 

hakim meningkat.
46

 

Faktor eksternal mempengaruhi keputusan hakim, yang muncul 

dari sumber eksternal atau normatif hakim. Namun, faktor eksternal tidak 

selalu mempengaruhi keputusan hakim.
47

 

Ketentuan teks menunjukkan bahwa suami menanggung beban 

keuangan keluarga. Suami wajib memberi nafkah, tergantung pada 

kualifikasi dan solvabilitas istri dan anak-anak mereka. Suami harus 

berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang memenuhi 

kebutuhan finansial keluarganya. Juga, mengenai peran istri, kita perlu 

membantu suami  mencari makanan. Untuk mendapatkan makanan, orang 

harus bekerja keras dan mencurahkan seluruh tenaga dan usahanya.
48

 

Kenyataannya, banyak  suami yang tidak menghidupi keluarganya 

selama pernikahan. Fakta-fakta seperti itu seringkali membuat para istri 
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menggugat suaminya di pengadilan untuk menggunakan hak-haknya dan 

hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anaknya. Juga, di masa lalu, 

istri dapat mengklaim klaim tunjangan anak  yang diabaikan oleh ayah 

mereka sebelum  perceraian. Jenis mata pencaharian ini dikenal dalam 

Inkuisisi sebagai kualifikasi Madiya untuk mata pencaharian. Menurut Cik 

Basir, istilah kehidupan di Madiya untuk anak-anak memang belum 

menjadi istilah  baku dalam bahasa Indonesia, tetapi sudah sangat dikenal 

di kalangan praktisi khususnya di Inkuisisi.
49

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Nafkah 

Kelangsungan hidup menjadi perintah Allah bagi suaminya untuk 

wajib membayar istrinya, bahkan selama periode Iddah, bahkan jika dia 

bercerai.
 50

 Kelangsungan hidup adalah kelangsungan hidup di mana seorang 

istri berhak atas perkawinan dan perceraian hanya jika ada batas waktu pasca-

perceraian. Karena istri berbakti kepada suaminya, dia berkewajiban untuk 

mendukungnya.
51

  

Dalam konteks hukum Islam klasik, kelangsungan hidup berfokus 

pada masalah makanan, pakaian dan perumahan. Hidup menjadi luwes dan 

luwes, tergantung pada keadaan yang melingkupinya berupa realitas sosial, 

perkembangan kebutuhan hidup manusia, dan kondisi  kehidupan aktual 

pasangan tersebut. 
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Kata na ifkah berasal dari kata “Anfaqa, Al-Infaq” yang berarti 

“masalah”. Oleh karena itu, perumahan berarti menyediakan segala 

kebutuhan dan kebutuhan hidup, termasuk pangan, sandang, papan, dan 

rumah tangga perempuan serta biaya pengobatan, tergantung keadaan, 

termasuk  biaya pendidikan anak.
52

 

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberi sandang dan 

pangan.
53

 Kejantanan laki-laki adalah masalah pekerjaan yang paling 

menonjol, karena pekerjaan adalah mata pencaharian  dan mata pencaharian 

adalah salah satu bentuk pemenuhan ibadah keluarga.
54

 Pemeliharaan 

mencakup semua kebutuhan dan persyaratan yang muncul tergantung pada 

situasi dan lokasi.
55

  

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang harus diberikan 

seorang suami kepada istrinya meliputi makanan, minuman, suplemen, 

sandang, papan, pembantu seperlunya, alat kebersihan diri, dan perabot 

rumah tangga, sawah.
 56

 Di sisi lain, alat kecantikan bukanlah tugas suami. 

Kecuali untuk menghilangkan bau badan wanita. Hal ini sesuai dengan 

mazhab Syafi'i Imam Nawawi  yang menyatakan bahwa suaminya tidak wajib 

membayar biaya hidup untuk produk perawatan mata, cat kuku, balsem dan 

produk kecantikan lainnya.
 57

 Dalam hal ini pendapatan dibagi menjadi dua. 
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a. Nafkah lahir 

Ada beberapa kategori yang termasuk dalam kehidupan material: 

antara lain:  

1. Suami wajib memberikan Kiswah dan tempat tinggal. Suami 

bertanggung jawab atas nafkah istrinya berupa sandang, 

pangan, papan dan pengobatan, tergantung pada lingkungan 

waktu dan kondisi.  

2. Suami wajib membayar biaya rumah tangga, biaya pengobatan 

dan biaya pengobatan istri dan anak-anaknya.  

3. Biaya pendidikan anak.
58

 

 

b. Nafkah batin 

Kewajiban non-signifikan seorang suami kepada istrinya adalah 

sebagai berikut:  

1.  Suami harus sopan, hormat dan tidak memihak kepada istri.  

2. Perhatikan baik-baik istri.  

3. Setialah pada istrimu dengan  menjaga kesucian dan 

pernikahan dimanapun kamu berada.  

4. Berusaha untuk meningkatkan iman, ibadah, dan kecerdasan 

istri.  

5. Bimbinglah istri sebanyak mungkin.  

6. Memberikan kemandirian istri untuk bersosialisasi di 

masyarakat.
59

 

 

a. Nafkah Suami 

Para ulama (ijma) sepakat bahwa istri dibatasi oleh pernikahan dan 

bahwa hak suami adalah bahwa suami harus memberikan nafkah istrinya. 

Dan dia dilarang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang 

dilimpahkan kepada suaminya.
60

 

Dengan mengacu pada pembahasan di atas, disebutkan bahwa 

memelihara istri seorang suami adalah kewajiban yang jelas berdasarkan 
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Al-Qur'an, hadits, dan ijma' antara suami dan istri. Oleh karena itu, 

meskipun istri adalah perempuan, kaya, atau memiliki penghasilan sendiri, 

kewajiban pemeliharaannya tetap ada.  

b. Nafkah Istri 

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menetapkan hak 

dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Di dalamnya, istri berhak 

mencari nafkah dari suaminya yang menikahinya.
 61

 Di sisi lain, tanggung 

jawab mengasuh istri ada di pundak laki-laki. Segera setelah kontrak 

perkawinan dibuat secara sah, kebebasan  istri dibatasi oleh ketentuan-

ketentuan tertentu sebagai seorang istri. Istri tidak lagi  bebas bepergian  

atau mengambil asuransi kecuali dia telah berkonsultasi sebelumnya 

dengan suaminya.
62
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi hukum normatif dan disebut juga studi 

doktrin. Dengan kata lain, ini adalah studi yang memandang hukum baik 

sebagai "hukum yang tertulis dalam kitab" dan "hukum yang diputuskan oleh 

hakim melalui proses peradilan" Tujuan utamanya adalah untuk 

mengidentifikasi kasus perceraian karena ketidakmampuan suami untuk 

memberikan niafkah la ihiriah. 

B. Metode Pendekatan 

Dalam peneitian ini, kami menyelidiki masalah pendekatan 

menggunakan dua pendekatan:  

1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu kegiatan untuk menyelidiki 

undang-undang dan peraturan terkait cerai gugat tidak pernah menafkahi 

secara batin. 

2. Pendekatan Koonseptual (conceptual approach) adalah jenis pendekatan 

dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analitis terhadap 

pemecahan masalah dalam penelitian hukum ditinjau dari konsep-konsep 

hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini membantu untuk 

memahami standarisasi konsep-konsep yang relevan dalam hukum, 

apakah sesuai atau tidak dengan semangat konsep hukum yang 

mendasarinya 
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3. Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan 

melakukan studi kasus terkait dengan permasalahan hukum yang 

dihadapi. Pertimbangan utama digunakan sebagai pembahasan dalam 

menyelesaikan masalah hukum. 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif berupa peraturan 

perundang-undangan. Hukum yang berlaku adalah hukum yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. 

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan 

b. KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan 

 
2. Bahan hukum sekunder  

Bahan perundang-undangan sekunder adalah bahan perundang-

undangan yang berupa pendapat hukum dan teori-teori yang disarikan dari 

literatur perundang-undangan, serta makalah akademik dan hasil survey 

website terhadap bahan perundang-undangan sekunder pada dasarnya 

dijelaskan dalam bahan perundang-undangan primer yang akan digunakan. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan perundang-undangan tersier adalah bahan yang memberikan 

penjelasan atau penjelasan terhadap bahan perundang-undangan primer 

dan  sekunder. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan  

memperoleh undang-undang atau bahan tertulis lainnya yang dapat dijadikan 

dasar pemikiran melalui penelitian kepustakaan (library research), yang 

tentunya berkaitan dengan masalah yang  diteliti. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode interpretasi sistematis. Artinya, interpretasi. Ini menafsirkan ketentuan 

undang-undang dalam kaitannya dengan undang-undang dan peraturan lain, 

atau seluruh sistem hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


